
BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG
PENGHASILAN BAGI DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH

TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
Induk Tahun 2022 Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir
Kabupaten Karangasem, terkait adanya perubahan besaran
Tunjangan Transportasi, maka Peraturan Bupati Nomor 42
Tahun 2019 tentang Penghasilan Bagi Direktur Perusahaan
Umum Daerah Tirta Tohlangkir sudah tidak sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019
tentang Penghasilan Bagi Direktur Perusahaan Umum Daerah
Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peratiiran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Keija dan Anggaran,
Keijasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
(Berita Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
115);

12. Peraturan Daerah Nomor 02/PERDA/1976 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Karangasem;

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penghasilan
Bagi Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir

Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2019 Nomor 42);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG
PENGHASILAN BAGI DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH TIRTA TOHLANGKIR KABUPATEN KARANGASEM.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 42
Tahun 2019 tentang Penghasilan Bagi Direktur Perusahaan
Umum Daerah Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem (Berita
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 42) diubah,
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Gaji Direktur PDAM yang dinamakan Perusahaan Umum
Daerah Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem yaitu
sebesar Rp. 26.814.000,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan
Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) perbulan.

(2) Selain gaji yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktur dapat diberikan tunjangan sebagai berikut:
a. Tunjangan hari raya sebesar 1 (satu) kali gaji yang

diterima dan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun;
b. Tunjangan gaji ke - 13 sebesar 1 (satu) kali gaji yang

diterima;

c. Tunjangan pengganti sewa rumah sebesar Rp.
2.100.000,"(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) perbulan;
dan

d. Tunjangan transportasi sebesar Rp. 11,000.000,-
(Sebelas Juta Rupiah) perbulan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal v31 Januari 2022

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Januari 2022

^ BUPATI KARANGASEM,

; IGEDEDANA [P-

SEKRETARIS H KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SE0ANA MERT

BERITA DAERAH KABU^^N KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 8
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